BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 07 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 25
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa Peraturan Bupati Tanggarnus Nomor 25 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014
telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;

bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar
objek belanja dan rincian objek belanja pada Dinas
Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat
Kabupaten Tanggamus, Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan, Kecainatan Kelumbayan Barat
serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran
anggaran;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pergeseran
antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan
pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja
berkenaan  dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanggamus sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut
diatas perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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14.
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20.

21.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4614) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5219) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013
Nomor 110);

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 ( Berita
daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung diadakan perubahan pergeseran
objek belanja dan rincian objek belanja pada :



Dinas Pendidikan

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kecamatan Kelumbayan Barat

© NGk b=

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sehingga setelah diadakan perubahan maka ringkasan Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Pebruari 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 236



